
L Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusal dan 
Pemerint.aban 'Daerah (Lembaran Negara Republil$ 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang 
Kesejahteraan Sosiai (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahnn 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik-Indonesia Nomor 4967); 

3. Undang-l.Jndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Le.mbaran Negara Rcpublik 
lndonesia Tahun 20U Nomor 83, Tambahao Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

Meogingat: 

Menimbang : a. bahwa masalab kemiskinan. merupakan hal yang mendesak 
dan memerlukan langkah-langkah penanganan dao 
pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh 
dalarn rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak 
dasar warga negara secara layak; 

b. bahwa dalam trpaya pelayanan dan penanganan terhadap 
rnasalah kemiskinan untuk perlindungan sosial dan 
penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif, efisien dan 
dapat clitangani Iebih. fokus, perlu mernbentuk 
kelembagaan secara terpadu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana huruf a 
dan huruf b, di at.as maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukar; 
Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk 
Perlindungan $9'si:al dan Penanggulangan Kerniskinan di 
.Kabupaten Cirebon. 

BUPATI CIREBON, 

DENG.AR RABMAT TUHAN YANG MAHA E8A 

PELAKSANAAN SJBTEM LAYARAN DAB RUJUKAN TERPADU DAB PUSAT 
KESEJAHTERAAN SOSJAL UNTUK PER.LIBDUNGAN SOSIAL DAN 

PEN'ARGGULANGAN KEMJSKINAB 

ROMOR 51 TABUN 2018 

TENT ANG 

PERATUR.Alf BUPATI CJUBON 

NOMOR ;~ TABVN 2018 SERl,1.31 

SERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON 

• 

• 

' . ' 



l. Daerah adalah Kabupaten Cirebon; 
2. Pemerin,tah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Cirebon; 
4. Unsur Pemerintah adalab Pegawai Negeri Sipil yan~ memenuhi -syarar 

kepangkatan .sesuai.ketentuan peraturan. perundangan-undangan; 
5. Kalan_gan profesional adalah orang/ organisasi yang berbadan hukum. di 

luar _pemerintahan dan telah.memiliki kapasitas dalam bidangnya; 
6. Lembaga lainnya dalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut 

berperan aktif maupun.pasif dalam Penanganan Kemiskinan di Kabupaten 
Cirebon, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi 
masyarakat, lt;mbaga swadaya masyarakat, dan lain-lain; 

7. Manager adalah petugas yang mengintegrasikan mengkoorclinasikan, 
proses perencanaan dan sosiallsasi, pelaksanaan tugas sekretariat teknis, 
menelaah dan merekomendasikan clan melakukan rujukan keluhan yang 
bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik 
pusat maupun daerah dalam kapasltasnya sebagai manager sekretarlat 
teknis daerah; 

8. Supervisor adalah petugas yang mengawasi dan membantu fasilitator di 
tingkat masyarakat. Secara khusus, dan bertanggung jawab untuk 
menelaah/review pembaruan data penduduk, review penambahan data 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

~l 

BABI 
KETE.NTUAl'f UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPA.Tl TENTANG PELAKSANAAN SISTEK 
LAYANAN DAN RUJUKAR TERPADU DAN PUBAT 
KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL 
DAN PENANGULANGAPI KEMJSKIJIAJI 

MEMUTUSKAN : 

5. Undang-Undang Nemer 6 Tahun 2014 ternang Desa 
(f,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Nomor 5495): 

6. Undanz-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa.kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679); 

7. Perat.u.ran Pemerintab Nomor 39 Tahun 2012, tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial [Lernbaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2012 Nomor 68); 

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi. dan Sumber 
Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 567); 

9. Peraturan Daerah .Kabupa.teJ;l Cirebon Nomor 15 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 
Nomor 15, Seri E.6); 

10. Peraturan Daerah. Kabupaten Cirebon Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7). 

' ' 

• 

• 



,1.. Pengarah adalah 13upati; 
b. Penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah; 
c. Pembina adalah Kepala Bappelitbangda; 
d. Ketua adalah Kepala Dinas Sosial; 
e. Unsur Pelaksana terdiri dari : 

l. Sekretariat merupakan tempat dan Pusat Sistem Layanan dan 
Rujukan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan 
Kemiskinan di Kabupaten Cirebon 

2. Sekretarlat dikelola oleh beberapa Manager dan sekaligus 
bertanggung jawab l)Clluh atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang 
melekat pada sekretariat 

3. Manager SLRT membawahl Front Office, Back Office. 
Supervisor.Fasilitator dan Puskesos. 

4. Front Office terdiri dari : 
a). Bidang lnforroasi dan Registrasi 
b). Bidang Review dan Analisis 

5. Eack Office terdiri dari : 
a). Bidang Pendidikan 
b). Bidang Kesehatan 

(1) Stiuktur Pelaksana Sistcm Layanan dan Rujukan Terpadu untuk 
Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten 
Cirebon, terdiri dad : 

• ~~3 

Bagiao Kedua 
Struktur Organiaal 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sistem Layanan dan Rujukan 
Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di 
Kabupaten Cirebon; 

(2) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 'untuk Perlindungan Sosial dan 
Penanggulangan Kemiskinaa adalah pelaksana pelayanan terpadu lintas 
sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka 
mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat; 

(3) Pusat Kesajahteraan Sosial (Pukesos) merupakan lembaga, yang dibentuk 
oleh Pemerintah Desa dalam upaya penanggulangan masalah 
kesejahteraan sosial. 

Pasal 2 • 
Bagian Keaatu 

Pembentulaut clan Kedud111r:an 

PEMBENTUKAN, KEDVDUKAN DAN STRUl(TVR 

BABII 

: . 
penduduk, review p.enambahan data ltebutuhan program dan review 
pendataan keluhan; 

9. Fasilitator adalah petugas yang melakukan penjangkauan dan 
pendampingan terhadap masyarakat seeara khusus dan bertanggung 
jawab untuk melakukan pencarian data penduduk, verifikasi dan 
pencatatan perubahan, data penduduk, pendataan data partisipasi 
program, pcndataan kebutuhan data program, pendataan keluhan dan 
katalog program; 

10. Puskesos adalah lembaga yang dibentuk oleh desa/lrelurahan yang 
memudahkan warga miskin dao rentan miskin di desa/kelurahan terkait 
untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan 
kemiskinan yang dikelola olch Pemerintah Pusat, Provinsi, 
Kabupaten/Kota, Pemerintah desa/kelurahan dan swasta/CSR. 



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sistem 
Layanan Rujukan dan Terpadu untuk Perlindungan Sesial dan 
Penanggulangan Kemiskinan merniliki Fuagsi sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan dan ao.ggaran untuk kegiatan SLRT 

Kabupaten clan Kecamatan; 
b. mela.kukan pengumpulan, entry, menghimpun, mengkaji, dan melakukan 

pembaharuao (updating) database dao me-review data; 
c. mengkaji dan melakukan analisis terhadap pe1ayanao dan penanganan 

rnasalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat; 
d. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan 

masalah-masalah kesejahteraan sosial; 
e. mengkoordioasikan/rujukan keluhan terhadap pelayanao dan penanganan 

masalah-masalah kesejahteraan sosial m.asyarakat dengan 
SKPD/Pengelola Program baikdaerah maupuo pusat; 

I. membangun dan menindak.lanjuti kemitraan dengan Lembaga Non 
Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) dalaro upaya penanggulaagan 
kemiskinan dan perlindungan sesial. serta terwujudnya SLRT yang efisien 
dan efektif: 

g. melakUkan monitoring terhadap Puskescs di tingkat desa/ kelurahan 
deogan melibatkan kecamatan; 

h. menyusun laporan kegiatan SLRT untuk disampaikan kepada Sekretariat 
Prcvinsi, Nasional dan pihak terkait lainnya. di Daerah. 

Pasal 6 

Sistem Layanan dan Rl.tjukan Terpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial clan 
Penanggulangan Kemiskinan mcmpunyai Tugas, yaitu melaksanalsan 
pelayanan terpadu, lintas sektoral yang menangani masalah-meselah 
kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dala.m rangka perlindungan 
scsial dan penanggulangan kemiskinan diKabupaten Cirebon. 

Pasal 5 

BABm 
TUGAS DAN FUNGSl 

Bagan Struktur Organisasi Sistem Layanan dan.Rujukan Terpad.u (SLRT) dan 
Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) untuk Perlindun.gan Sosial dan 
Penanggulangan Kerniskinan sebaga:iroana dimaksud dalaro Pasal 2 tercantum. 
dalam Lampiran I dan Lampiran U yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari PeraturaILBupati ini. 

Pasal 4 

c). Bidang Sosial 
d). Bidang Pernerintahan dan Pemberdayaan Desa 
e). Bidang Catatan Sipil 
i). Bidang Penge:lolaan Data 
g). Bidang Ekonomi 
h). Bidang lnfrastruktur 

(2) Unsur pelaksana Sistem La.ya.nan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk 
Perlindungan Sosial, dan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana 
d.imaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, clan dapat 
dari Kalangan Profesicnal. 

(S) Penetapan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Struk:tur Pelaksana dan unsur Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial 
ditetapkan oleh Kuwu. 

• 

• 



Segala biaya yang timbul sebagai alobat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada Anggara.n Pendapat.an dan Belanja Negara dan/ atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa serta sumber Jain yang sah dan tidak mengikat sesuai 
ketentuan peraturan perundangan-undangan, 

Pasa19 

BABV 
PEMBIAYAAN 

(1) Sistem Layanan Rttjukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial 
untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dalam 
melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan 
Perundangan-undanganj. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sistem 
Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan. Pusat Kesejahteraan Sosial untuk 
Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasl dan slnkronisasl secara vertikal dan, 
horisontal, baik di dalam lingkungan SLRT dan Pusat Kesejahteraan Sosial 
untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Antar 
Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah, maupun Iembaga baik 
pemerintah maupun non pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang 
tugas dan fungsi yang ada, 

Pasal8 

BAB IV 
TATAKERJA 

Pusat Kesejahteraan Sosial [Puskesos) mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesos; 
2. mendukung dan memfasilltasi pemutakhiran Data Tcrpadu Penerima 

Manfaat.Program.Penanganan Fakir Miskin di tingkat desaykelurahan; 
3. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kedalam sistem 

aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat kabupatcn; 
4. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan 

r:eotan sesuai kapasitas Puskcsos; 
5. memberikan rujukan atas keluhan penduduk miskin dan rentan kepada 

pengelola program/layana.n sosial didesa/keluraban atau di kabupaten 
melalui SLRT; dan 

6. membangun dan menindaklanjuti kemit:raan dengan Lembaga Non 
Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di desa/kelurahan; 

7. menyusun laporan kegiatan Puskesos untuk disampaikan .kepada 
Sekretariat SLRT Kabupaten dan OPD terkait, 

Pasal 7 

' . 

• 

• 



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ClREBON 7 < 
-RAIJMAT suTJ.Us;l. 

BERITA,DAERAH KABUPATEN CIREBQNTAHUN2018 NOMOR 51 SERI -s.31 

Diundangkan di Sumber 
pada t:anggaJ '\ C :to r 2i1U 

SUBJAYA PURWADISASTRA 

Tt.d 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 28 September 2018 

BUPATI CIREBON, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Pasal 10 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

• 

• 



4 7· 
RIJIMAT SUTRISNO 

BERlTA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 51, SERI L31 

- < 
SEKRETARIS DAERAfl KABUPATEN CIREBON 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1 Olttollor a,1a 

SUNJAYA PORWADJSASTRA 

Ttd 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 28 September 2018 

BUPATI CIREBON, 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati .ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Peraturan.Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasa110 

BABVI 
KETENTUAN PEl'lUTOP 

• 

• 

f 



.-..RAHIIAT SUTRIS.NO 

BERITA DAERAR KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 51 SERlil.,31 

Diundangkandi Sumber 
pada tanggal 1 Olcto'ilor 2f18 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

Ttd 

BUPATl CIREBOH, 

g 
Pemberdayaan Desa 

5. Bidang Catatan Sipil 
6. Bidang Pengelolaan Data 
7. Bidang Ekonomi 
8. Bidan Infrastruktur 

.-,&~ 

BUPATI 

l 
PERAIIGGUNG JAWAB 

SEKRETARIS DAERAB 

+ 
PEJIBINA 
KEPALA 

BAPPELITBAIIGDA 

+ 
KETUA 

KEPALA DINA.S SOSIAL 

I I I 
MANAGER MA.NAGER MANAGER MAJ AGER MANAGER 

1 2 3 4 5 
I 

I I 

FRONT OFFICE Supervisor BACKOFFJCE 

+ 
1. Bagian informasi Faailitator 1. Bidang Pendidikan 

dan registrasi: 2. Bidang Kesehatan 
2. Bagian review dan + 3. Bidang Sosial 

analisis 4. Bidan .Pemerintahan dan 

STRUKTUR ORGA.NlSASI SlSTEM LAYANAN DAN RUJtJKAN TERPADU 
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSJAL 1JNTUK PERRLlNDUNGAN SOSIAL DAN 

PJl:NANGG1JLA.llfGAN KEMlSKlNAN DI KABUPATEN CIREBON 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

PERA.TORAN BUPATI CIREBON 
NOMO~ 1 ;1 'Udl.Ui 2~1..i 
TA.NGGAL , 1 Olctobttr 2'J1. 

LAMPlRAN I 

, : . 

• 

• 



Diundangkan di Bumber 
pada tanggal 

SE.KRETARIS DA.ERAH KABUPATEN C1REBON 

< ~ 
RAHJIAT SUTRIBJ . 

SERITA DAERAHKABUPATEN ClREBON T:AHUN 2018 NOMOR 51 SERr &..31 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

Ttd 

BUPATl ClREBOM, 

Puakeeos 

Fas_llitator 1. Bagian informasi 
dan registrasi; 

2. Bagian review dan 
analisis 

l. l3idangPendidikan 
2. Bidang Kesehatan 
3. Bidang Sosial 
4. Bidang Pemerintahan dan 

Pemberdayaan Desa 
5. Bidang Catatan Sipil 
6. Bidang Pengelolaan Data 
7. Bidang Ekonomi 
8. Bidan lnfrastruktut 

. -. .. ~ 

BUPATI 

1 
PERAJlfGGutfG JAWAB 

SltKRETARIS DAERAB • 
PEMBIKA 
KEPALA 

BAPPELITBANGDA • 
UIOA 

KEPALA DINAS SOSlAL 

I I I 
MANAGER MANAGER MAHAGER • MANAGER MANAGER 

1 2 3 4 5 
I 

I I 
~RONT OFFICE Supervhsor BACK OFFICE 

+ 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

S1'RUKTUR ORGANISASI SISTEM Lt.YANAN DAN RUJUKAN TERPADU 
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK PERRLINDUNGAN SOSIAL DAN 

PEN,'\NGGULANOAN KEMISKJNAN DI KABUPAT,EN CIREBON 

PERNI'URAN BUPATl CIREBON 
NOMOR t 51 'l'Affil'N l!f.C 
TANGGAL , 1 o~to)Dor 2018 

LAMPlRAN 

.• 

• 



-~TSU~:i~ 
BERITADAERAH KABUPATEN C1REBONT.ABU.N2018JiOMOR 51 SERI e:.31 

SEKR.ETARfS DAERAH KABUPATEN CTREBON 1 
..... 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1 Olc:toiler 2)1J 

SUlfJAYA PURWADISASTRA 

BUPATI CIREBOll, 

Ttd 

FR.ONT OFFIC& BACKOYFICE 
I 

KOO RD INA.TOR 

PE1'Al'fGGUl'fG JAWAB 

KUWU 

S'I'RUKTOR ORGANlSASI PUSAT KESEJAHTERA:AN SOSJAL UNTUK 
PERRLINDUNGAN SOSlAL DAN PENANGGULANGAN KEMTSKINAN 

DI KABUPATEN CIREBON 

: PERATURANBUPATI CIREBON 
NOMOR , 51 T.&ffi.'N 201.I 
TANGGAL , 1 Olnobel." 2::tUl 

LAMPlRAN U 

• 

• 



< 
RAIDIAT SUTillSRJ • 

BERITA DAERAH KABUPATEN ClREBON TAHUN 2018 NOMOR 51 SERI B, 31 

SEKRETARIS DAERA,H KABUPATEN CJREBOjll 
~ 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1 Olttober 2'81.:l 

8U1'JAYA PURWADISASTRA 

Ttd 

BUPATI CIREBON, 

FRONT OFFICE BACK OFFICE 
r 

KOORDINATOR 

PENAl'fGGUllG JAWAB 

lCOWO 

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK 
PERRLINDUNGAN $0SlAL DAN PENANGOULANGAN KEJ\,11SKINAN 

DI KABUPATEN CIREBON 

· PERATlJRAN BUPATI CIREBON 
NOMOR 1 51 RmJi 2011:S 
TANGGAL 1 1 Cktolle.r 201U 

LAMPIRAN II 
. . 
- - - 

• 

• 

. ... . 


